
BUPATI SEMARANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR bb TAHUN 2023 

TENTANG 

SALINAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 125 TAHUN 2022 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM 

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Desa 

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, 

perlu menerapkan sistem transaksi non tunai dalam 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. bahwa Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tonai 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur 

dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 125 Tahun 

2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non 

Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Desa; 

c. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana telah 

dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu 

diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; 



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1652); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 



Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4); 

10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2022 Nomor 124); 

11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 

tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100); 



Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM 

PENGELOLMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 125 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tonai dalam Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2022 Nomor 125) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

( 1) Pengeluaran belanja APB Desa dilaksanakan melalui sistem Transaksi 

Non Tonai. 

(2) Pengeluaran belanja APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang/jasa; 

c. Belanja modal; dan 

d. Belanja tak terduga. 

(3) Jenis Pengeluaran APB Desa yang dikecualikan melalui sistem 

Pengeluaran non Tunai meliputi: 

a. Pengeluaran sampai dengan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 

(duajuta lima ratus ribu rupiah); 

b. Belanja barang/jasa meliputi: 

1. Pengeluaran untuk pembelian Benda Pos; 

2. Pengeluaran untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM); 

3. Belanja untuk upah tenaga kerja; dan 

4. Belanja tak terduga. 

(4) Bagi Desa yang akan mencairkan secara tunai dari Rekening Kas Desa 

agar melengkapi dokumen pencairan sesuai dengan ketentuan 

pengeluaran pada ayat (3) meliputi kelengkapan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP)-2 yang dicetak melalui aplikasi Siskeudes yang telah 

ditandatangani Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan 

Kaur /Kasi yang membidangi. 



2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

( 1) Setiap orang yang melakukan transaksi Pengeluaran Belanja APB Desa 

dengan Pemerintah Desa melalui Transaksi Non Tunai harus memiliki 

rekening bank. 

(2) Apabila transaksi Non Tonai pengeluaran belanja APB Desa dilakukan 

dengan rekening bank yang berbeda dengan Rekening Kas Desa, maka 

biaya administrasi dibebankan pada pihak ketiga tersebut. 

(3) Mekanisme penatausahaan melalui Transaksi Non Tonai berpedoman 

pada Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 

pada tanggal 11 Okto'oer ,og 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 

ttd. 

DJAROT SUPRIYOTO 

Ditetapkan di Ungaran 

pada tanggal \'.l. OKtober lo'.l~ 

BUPATI SEMARANG, 

ttd. 

NGESTI NUGRAHA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR "f, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. £1llil7JIAJ IAN HUKUM 

SEKRETARIA :::- ~~-it-N-~(~~m ~ATEN SEMARANG, 

j 
"-"v'i::,,,~...,~'T\~~~~H 

042004 


